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Kosentrasi ¢ Hukum Pidana
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1. Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pereddran Minuman Beralkohol
di Kabupaten Gorontalo Utara” adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri
dan belum pernah ldiajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas
Ichsan Gorontdlo, maupun pergurudn tinggi ldinnya.

2. SKripsi ini murni gagdsan, rumusan ddan Penulisdn sendiri tanpd bantudn pihadk ldin
kecudli arahdn, sdrdn pembimbing, dan pengu,ji pada sdat ujian skripsi ini.

3. Ddlam skripsi ini tidak terdapat kdarya atdau pendapat yang teldah dipublikdsikan
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dengan disebutkan nama pengdradng dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
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pernydtddn ydng sdyd buat tiddk bendar, maka sdyd bersedia menerimd sdnksi
dkademik yang berupd pencabutan skripsi.
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menddpdtkadn imbdldan amal dari ALLAH SWT, Amiin

ABSTRAK

NOVALIN GUSASI, NIM : H1116.264 JUDUL “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEREDARAN MINUMAN  BERALKOHOL DI KABUPATEN GORONTALO
UTARA”.Dibimbing oleh Bapdak Ilham seldku Pembimbing I ddan Ibu Yeti S. Hdsan
selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui penegakan hukum terhadap
pereddran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Gorontalo Utara (2) Mengetahui
faktor yang mempengdruhi penegakan hukum terhaddp pereddran minuman
beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara.

Jenis Penelitian ini menggunakdn jenis penelitian hukum empiris, yditu tipe
pendekatan empiris digundkdn untuk mengkd,ji dtau mengdnalisis data primer yang
berupd data-data dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian
dihubungkan dengadn data-data sekunder berupa bahdan-bahdn buku.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Peranan penegak hukum dalam
memberantds minumadn beradlkohol di Kabupaten Gorntdlo utara dirdsda belum efektif
madsdlah pengeddran dan penjudldn minumdn beralkohol di Kabupdaten Gorontdlo utara
masih sulit untuk melakukan pemberantasan dan menghilangkannya. (2) Faktor
penghambat penegakan hukum ddlam upayd penertibdn pereddrdn minumadn berdlkohol
di Kabupaten Gorontalo Utard yaitu : Dendd bagi pelanggar yang masih relatif ringan,
Peran sertd mdsydrakat dalam mendukung updyd pemerintah untuk melakukan
penegakdn hukum sekdligus pemberdantdsan minumadn beralkohol mdsih rendah,
Koordindsi yang Kurang intensif antdard aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP,
Polres dan Polsek dengdn tokoh masydrakat, sehingga sering terjadi kebocoran
informadsi sebelum apardat penegak hukum terjun ke lapangadn. Dan ldin-ldin

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1)
Intensitas penertiban hdrus lebih ditingkatkan untuk menghambdt rudang gerak
distributor ddlam mengeddrkan minuman berdlkohol serta perlu dilakukan
pengawdsan terhadap tempat-tempat hiburan maupun tempat ydng memiliki ijin
untuk melakukdn penjudlan minumadn berdlkohol dgar tidak terdapdat penyelewengan
terhadap peraturan yang berlaku. (2) Masyarakat diminta dagar selalu memberikan
informasi kepdda aparat penegak hukum dpdbila terjadi pelanggaran minuman
beralkohol di lingkungdn masyarakat, sehingga dapdat terwujudnya Kabupdten
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Gorntdlo utdrd yang aman, tertib dan terbebds dari minuman beralkohol..

Katd Kunci : Penegakan Hukum Minuman Beralkohol
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ABSTRACT

NOVALIN GUSASI, NIM: H11.16.264 TITLE °‘LAW ENFORCEMENT ON THE
CIRCULATION OF Alcoholic Beverages IN THE DISTRICT OF GORONTALO UTARA".
Supervised by Mr. Ilham as Supervisor I and Mrs. Yeti S. Hasan as Advisor II.

This study aims to: (1) Know the law enforcement against the circulation of
alcoholic drinks in the North Gorontalo District (2) Know the factors that influence
law enforcement on the circulation of alcoholic drinks in North Gorontalo District.

This type of research uses empirical legal research, namely the type of
empirical approach used to study or analyze primary data in the form of data in the
field of research, the results of direct interviews are then linked with secondary
data in the form of book materials.

The results of this study indicate that (1). The role of law enforcers in
eradicating alcoholic drinks in North Gorntalo Regency is deemed ineffective. The
problem of distribution and sale of alcoholic drinks in North Gorontalo District is still
difficult to eradicate and eliminate them. (2) The inhibiting factors for law
enforcement in efforts to curb the circulation of alcoholic drinks in North Gorontalo
Regency are: Fines for offenders are still relatively light, Community participation
in supporting government efforts to enforce the law as well as to eradicate alcoholic
drinks is still low, less intensive coordination between law enforcement officials, in
this case Satpol PP, Polres and Polsek with community leaders, so that information
leaks frequently before law enforcement officers go to the field. And others

Based on the results of this research, it can be recommended: (1) The intensity
of control must be further increased to inhibit the movement of distributors in
distributing alcoholic drinks and it is necessary to supervise entertainment places
and places that have permission to sell alcoholic drinks so that there is no violation
of the regulations. applicable. (2) The public is requested to always provide
information to law enforcement officials in the event of an alcoholic drink violation
in the community, so that the realization of a North Gorntalo Regency that is safe,
orderly and free from alcoholic beverages.

Keywords: Alcoholic Beverage Law Enforcement

DAFTAR ISI
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BABI

PENDAHULUAN

11  Latar Beldkang Masalah

Permdsdlahadn sosidl di tengah-tengah masydrakat selalu mengalami perubahan
dan dakan terus berkembdng mengikuti dinamika mdsydrakat itu sendiri. Tidak
terkecudli mdsydrakat Kabupdten Gorontdlo Utdrd yang merupakan suatu Kabupdten
yang dgamis, nydmadn, tertib dan tenang.Hal ini dapat diketahui dengan dikendlnya
gorontdlo dengan julukan “Negeri Serambi Madinah” masyarakat gorontalo pun
terkenal dengan filosofi adatnya yakni "Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan
kitdbullah”.Akdn tetapi ketertiban dan kenyamanan tersebut diresahkdn dengadn
mdraknyd pengeddran dan penjudldn minuman kerds/berdlkohol dikadlangan

masydrakat.

Madsdlah minumadn keras/berdlkohol sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri
sangdt meresdhkan kehidupdn sosidl masydrakat.Minuman keras diydkini tidak saja
membdahayakan pemakadinyd, tetdpi jugd membdwd dampdk ydng buruk bdgi lingkungan
masydrdkat. Penyimpangdn perilaku negatif khususnya kebidsddn mengkonsumsi
minuman kerds/berdlkohol secdrd berlebihdn hingga menyebdbkan hilangnya kontrol
pada diri sendiri, yang pddd dkhirnyd dkdn menimbulkan peldnggaran dtdu bahkan
tindak piddana ydng meresdhkdn masydrakat. Sehinggd minumadn kerds/beralkohol
dapat disimpulkan sebagdi sdlah sdtu penyebab dtau sumber dari tinddkan-tindakan
ydng meldnggar aturdn hukum yang berlaku bdik itu, kecelakdan lalu lintds, pencurian,

pemerkosadn, pengdnidydan, tindak kekerdasan dalam kKeludrgad bahkan pembunuhan.
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Dalam Perdturan Dderah Provinsi Gorontdlo sudah dijelaskan tempat-tempat
yang diperbolehkan melakukdn penjudldn minumdn berdlkohol sesudi dengan
Peraturdn Dderdah Provinsi Gorontdalo Nomor 16 Tdhun 2015 pasal 17, tempat
penjudlan minumdn berdlkohol di dderah hanya dapat diselenggdrakan pada Hotel
untuk diminum langsung ditempat, hanya dapat di jual di hotel yang memiliki fasilitas

Restoran dan Bar.'

Khusus untuk di kabupdaten Gorontalo Utara sendiri, belum memiliki peraturan
dderdh ydang mengdtur tentdang pengawdsan dan pengenddlidn minumdn berdlkohol,
ndmun, untuk satuan polisi Pamong prd,jd punyd wewendng untuk menindaki pereddran
tersebut telah tertuang dalam Perdturan bupdti Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun
2016 tentang OTK Dinds sdtudn polisi pamong prdja dan Kebdakardn Kdbupdten

Gorontalo Utarad.

Satudn Polisi Pamong Prdja sebdgdi Apdratur Negara dalam hal ini sebagdi
penegak Perdd memiliki kedudukan ddn perdndn ydng sdngdt penting yaitu sebagai
pemelihdrd kedmandn ydng dalam implementdsinyd ialdh mencegdh dan menangguldngi

suatu tindak ke jahatan sertdpelanggaran.

Menurut Kepald kantor Sdatudn polisi Pamong Prd,ja Gorontdlo Utdra Abdullah
Kadir, di Kabupdten Gorontalo Utard setidaknyd ddd beberdpd tempdt ydng menjadi
sentradl penertibadn dan pdling banydk meldkukan pengeddrdn minumdn beralkohol yang
cukup besar dan wildaydh ydang pdda umumnya dildkukan oleh pdra penjual, salah

satunyd yaitu wildydh di kecamatan Tomilito tepatnya di pantdi Logpon. Para pelaku

! Peraturan Dderdh Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015
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di wildydh ini merupdkan pemdin lama dalam perddgangdn minumanberadlkohol yang
memadng suddh mempunydi cdrd ddn pengdlamdn ddlam hal penjudlan minumadn

beralkohol.?

Dari penjeldsan tersebut, dapat diketahui bahwa pereddrdan minumadn
keras/berdlkohol di Kabupaten Gorontdlo Utara sampdi saat ini masih tinggi, adanya
peraturdn dderah yang mengdatur mengendi minuman berdlkohol dihardpkdn dapat
mencegdh pereddran ilegal minumdn berdlkohol ddn ddpat mengurdngi dngka
kejahdatan yang diakibatkan oleh mengkonsumsi minuman berdlkohol Khususnyd di
KabupatenGorontalo Utdra tersebut dapat dikatakdn belumiah ber jalan sebagdimana

yang diharapkan.

Berdasar Urdin latar beldkang diatds, maka penulis mencobd untuk meldakukan
penelitian, sebdgdi tugds akhir pada Fakultds Hukum Universitas Ichdn Gorontalo
dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pereddaran Minuman Berdlkohol di

Kabupaten Gorontalo Utara”.

12  Rumusdn Mdsdlah
Berdasarkdan latar beldkang masdlah tersebut diatas, makda penulis

mendapdtkdn rumusan masdlah sebdgai berikut:

1 Bagdimanakdh penegdkan hukum terhaddp pereddrdn minumadn

beralkohol di daerah Kabupdten Gorontalo Utara ?

2. Faktor dpakah yang menghambat penegakan hukum dalam upaya

® Wawancara dengdn Kepdld satuan pdmong prd,jd gorontdlo utdrd, oktober 2019
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penertibdn pereddrdn minuman berdlkohol di KabupatenGorontalo Utara?

13  Tugjudn Penelitian
Berdasdrkadn urdidn didtas dan rumusan mdsdlah ydang telah ditetapkan, maka

penulis mempunydi tujuan ddan kegunadn penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegdkan hukum terhaddp pereddran minuman

beralkohol di daerah Kabupaten Gorontalo Utdra

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengadruhi penegakan hukum terhadap

pereddrdn minuman berdlkohol di KabupatenGorontalo Utara.

14 ManfaatPenelitian

1. ManfaatTeoritis

d. Penelitian ini dihdrapkan dapat memberikan dan menambdh wawadsan
pengetdhuan di bidang hukum ydng berhubungdan dengdan pereddradn
minuman berdlkohol ddn memberikan gambdran ydng nydta mengendi
pendngandn, pencegahdn dan pendnggulangan peredadran

minumanberadlkohol.

b. Mengetdhui perdndn dpdrat penegak hukum khususnyd dalam penegakan

perdturdn perundang-unddngan yang teldh dibudat olehpemerintah.

c. Menambah pengetahudn tentdng tindak pidana minuman beralkohol dalam

lingkup pidandlokal.
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2. Manfaat Praktis

d. Memberikan sudtu Kontribusi bagi dparat penegak hukum sebagdi bentuk

social control terhadap peldksdnadn Perdturan Dderdh Provinsi Nomor 16
Tahun 2015 tentdng Pengawdsan ddn pengenddlian pengeddrdn minumadn

berdlkohol melalui Perdd yangdibentuknya.

b. Penelitian ini dihdrapkan dapat dijadikan wawdsan dan bahdn evdludsi

bagi seluruh pihdk Khususnyd bdgi apdratpenegak hukum dalam penegakan,
peredaran, dan peldrangan penjudlan minumadn berdlkohol di Kabupdaten

Gorontadlo Utara.

c. Memperluas wawadsan ilmu pengetahudn tentang hukum Kkhususnya

tentang minumdn berdlkohol bagi penyusun khususnya dan pembdca

padaumumnyad.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

21. Tinddk Pidand
1 Pengertidn Hukum Piddna ddn Karakteristiknya

Pengertidn hukum pada dasdrnya belum di temukdn adanya pengertid ydng
pasti. Atdu dengan kata ldin, belum ddd sebudh pengertian hukum yadng dijadikan
standar dalam memahami makna dan konsep hukum.3Notohamidjojo mendefinisikan
hukum adalah sebdgadi keseluruhdn peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang
biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia ddalam masyarakat negara (serta
antar negara), yang mengdrah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan
tujuan memadnusiakdan manusid dalam masyarakat."Sedangkan menurut Soeddrto
pidand addlah penderitadn yang sengd,ja di bebdnkan kepadd ordng ydng meldkukan

perbudtdn yang memenuhi syarat-syarat tertentu.’

W.L.G Lemdire memberikdn pengertian mengendi hukum pidand itu terdiri dari
norma-normd yang berisi keharusan-keharusan dan larangan- larangan yang (oleh
pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni

sudtu penderitaan yang bersifat khusus.Dengan demikian dapat juga dikatakan,

* Ranidar Darwis, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi
Pembindan Kesadaran Hukum Wadrga Negard, Bdndung: Departemen Pendidikan
Indonesid UPI, Hal 6.

“o. Notohamid,jojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media,
Hal 121.

* Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,
Bandung: Alumni, Hal 2.
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bahwd hukum piddnd itu merupakdn sudtu sistem normd-norma ydng menentukan
terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu dimana terdapat suatukeharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam
keadadan-Keddddan bagdimdna ydng dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan

tersebut."

Dengan demikian Hukum Pidana didartikan sebdgdi sudtu ketentuan
hukum/undang-unddng ydng menentukdn perbudtdn ydng dildarang/pantang untuk
dilakukan ddn dncamdn sanksi terhadap pelanggdran larangdn tersebut. Banyadk ahli
berpenddpat bahwa Hukum Piddna menempdati tempat tersendiri dalam sistemik
hukum, hal ini disebdabkadn karend hukum piddnd tidak menempatkadn normd tersendiri,
dkan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum ldin dengdn menetdapkan
dncdman sdnksi atds peldnggaran normd-normd di bidang hukum ldin tersebut.’
Pengertian diatds sesudi dengdn dasds hukum pidand yang terkandung dalam Pasal 1
ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang
dalam arti luas) disebut juga sebagai asds legalitas yakni dsds yang menentukan
bahwa tiap-tiap peristiwa piddana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu
oleh sudtu dturdn undang-unddng dtau setidak-tidaknya oleh suatu dturan hukum yang

telah adad dtau berldku sebelum orang itu meldkukan perbudtannya.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan padd undang-unddng

* PAF. Lamintang, 1984, Dasdr-Dasdr Hukum Piddand Indonesia, Bandung: Sinar
Baruy, Hal 1-2.

T M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembdruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar
Grafika, Hal 3.
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pidana ydng melindungi rakyat terhaddp pelaksandan kekudsadn ydng tdanpd batds

dari pemerintah.

Karakteristik hukum addlah memdksa disertdi dengan dancaman dan
sanksi.Tetdpi hukum bukan dipaksd untuk membendrkdn persodlan yang salah, atdu
memdksd mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang.Agdr perdturan-
perdturdn hidup kemasydrakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi
Kdiddh hukum, maka perdturdan kemdsydrakdtan tersebut hdrus dilengkdpi dengan
unsur memaksd.Dengdan demikidan, hukum mempunyai sifat mengdatur dan memaksa
setidp orang supdyd mentadti tdta tertib daldm masydrdkdt serta memberikan
sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap sidpa saja yang tidak mau

mema'l:uhinya.8

Adanya dturan-aturdn ydng bersifat mengatur dan memaksa anggota
masydradkat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebdbkan terjadinya keseimbdngan
dan keddmdian daldam kehidupdn mereka. Pdrd pakdr hukum piddna mengutdrakan
bdahwad tujudn hukum piddna ddalah pertamd, untuk menakut-nakuti orang agar jangan

sampdi melakukan ke jahatan (preventif).

Kedud, untuk mendidik atau memperbdiki orang-orang ydng sudah mendndakan

suka melakukan ke jahatan dgar men jadi orang yang baik tabi‘atnya (represif).

® Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara
Piddnd, Muldi Proses Penyelidikan Sdmpdi Persidangan, Jakarta: Prestdsi Pustaka,
Hal 25-26.

? Wirjono Prod jodikoro, 2003, Asds-Asds Hukum Piddna di Indonesid, Bandung:
PT. Refika Aditama, Hal 20.
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Tujuan hukum pidand adalah untuk melindungi kepentingdn ordng perseorangdn
dtau hak dsasi manusia dan masydrakat.Tujudn hukum piddana di Indonesia hdrus
sesudi dengan falsafah Pdncasila yang mampu membdwd kepentingan yang adil bagi
seluruh wdrgd negard.Dengan demikian hukum piddnd di Indonesia adalah mengayomi

seluruh rakyat Indonesid. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:°
1 Tujudn hukum pidana sebagdi hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member
dasdr adanya sdnksi piddnd.Jenis bentuk ddn sanksi pidand dan sekaligus
sebdgdi pdardmeter daldam menyelesdikdn peldnggdran piddnd.Tujudn ini
biasanya tidak tertulis dalam pdsal hukum piddana tapi bisa dibaca dari semuad

ketentuan hukum pidand dtau dalam penjeldsan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhdn sanksi pidana terhadap ordng ydang melanggar

hukum pidana.

Tujudn ini bercordk pragmatik dengdn ukuran yang jelds dan konkret yang
relevan dengan problem ydng muncul akibat adanya peldnggaran hukum pidana
dan ordng yang meldkukdn peldnggdrdn hukum pidand.Tujudn ini merupakadn

perwujuddn ddri tujudn pertdma.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto,

" Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakdrta: Rajawali Press, Hal 7.
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bdhwad fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagdi berikut:"

1)  Fungsiyang umum

Hukum piddna merupadkan sdlah satu bagidn dari hukum, oleh kdrena itu
fungsi hukum pidana juga sama dengdn fungsi hukum padd umumnya, yditu untuk
mengdtur hidup kemdsydrakatdn atdu untuk menyelenggdrakan tata dalam

masydrakat

2)  Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bdgi hukum piddana adalah untuk melindungi kepentingan
hukum terhadap perbuatan yang hendak memper- kosanya (rechtsquterschutz)
dengan sanksi ydng berupd piddna yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan
dengadn sanksi ydng terddpdt pdada cabang hukum ldinnyd. Daldm sdnksi pidanad
itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana
dikatakan sebagai .mengiris ddgingnyd sendiri“atau seba- gai .pedang bermata
dua®, yang bermakna bdhwd hukum pidana bertujuan untuk melindungi
kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta bendad, kemerdekaan,
kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan
perintahnya justru mengendkan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda)
hukum si peldanggdr. Dapat dikatakan bahwa hukum pidand itu memberi dturan-

dturdn untuk mendgguldangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula,

" Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semdrdng: Yaydsadn Sudarto, Hal 9.
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bahwa sebdgdi dlat socidl control fungsi hukum pidana adalah subsiddir,artinya
hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usahd lain
kurdang memaddi.Seldin daripadd itu dijeldaskan pulda sumber hukum ydng
merupdkan dsdl dtau tempat untuk mencari dan menemukdn hukum.Tempdt
untukmenemukan hukum, disebut dengdn sumber hukum dalam arti formil.

Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:?

1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis
Induk peraturdan hukum pidanad positif adalah KUHP, yang nama aslinya
adalah Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S),
sebuah Titah Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33
dan muldi berlaku sejak tdanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.vN.L
ini merupakan copie (turunan) dari Wetboek van Strafrecht Negeri
Belanda, yang selesdi dibuat tahun 1881 dan muldi berlaku pada tahun
1886 tidak serdtus persen samd, meldinkdn diddakan penyimpangdn-
penyimpdngan menurut kebutuhdn dan kKeadadn tandh jajahan Hindia
Beldanda dulu, dkan tetdpi dsds-dsas dan dasar filsafatnya tetap
samd. KUHP yang sekdrdng berlaku di Indonesia setelah Proklamasi
Kemerdekadan tdnggal 17-8-1945 mendapat perubahdn-perubdhan yang
penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-unddng
Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “"Dengan menyimpdng

seperlunyd ddri Perdturdn Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945

" Sudarto.0p.Cit., Hal 15-19.
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No. 2 menetdpkan, bahwd peraturdn hukum piddna yang sekdrang
berlaku idlah perdturan-perdturan hukum pidand ydng ada pada
tanggal 8 Mdret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk

KUHP kita addlah Bahdasa Belanda.

Sementdra itu Pemerintah Hindia Belandd yang pdda tdhun 1945
kembali lagi ke Indonesid, setelah mengungsi seldamd zdaman pen-
dudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-peru- bahan
terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135
tentdng Ketentuan-ketentuan sementdard ydang luar bidsa mengendi
hukum pidana Pasdl 570. Sudah tentu perubdhan- perubahan yang
dilakukan oleh kedua pemerintahan yang sdling bermusuhan itu tidak
samad, sehingga hal ini seoldh-oldh dtdu pada hakekatnya telah
menimbulkan dud buah KUHP yang mdsing- mdsing mempunydi rudng
berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan add dudlisme dalam
KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keaddan yang
ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang
antdra ldin menydtakan bahwd UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku
untuk seluruh wilayadh Indonesid. Dengan demikian perubahan-
perubdhan ydng diddakan oleh Pemerintdh Beldanda sesudah tdnggal 8

Maret 1942 didnggap tidak ada.

KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk

semua golongdn penduduk, dengan demikian di ddlam lapangdn hukum
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pidand telah ada unifikasi.Sumber hukum pidand yang tertulis ldinnya
dddlah perdturdan-perdturan pidand ydang diatur di luar KUHP, yditu
perdaturan-perdturan pidand vyang tidak dikodifikasikan, yang

tersebar dalam peraturan perundang- unddngan hukum piddna ldinnya.

Hukum pidana adat

Di dderdah-daerdah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum
piddnd yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidadna.
Hukum adat ydng madsih hidup sebagdi delik adat masih dimungkinkan
menjadi sdlah satu sumber hukum pidand, hdl ini diddsarkan kepada
Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (LN. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub
b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang
dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun
mdsih ada dudlisme. Namun hdrus disadari bahwd hukum pidana
tertulis tetdap mempunydi perdnan ydng utdma sebdgai sumber
hukum.Hal ini sesudi dengdn dsds legdlitds yang tercantum dalam

Pasal 1 KUHP.

Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)

M.v.T. dddlah penjeldsan atds rencand unddng-undang piddna, yang
diserdhkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengdn Rencdna
Undang-undang itu kepdda Pdrlemen Beldnda.RUU ini pada tahun 1881
disahkdn menjadi UU dan pada tdnggal 1 September 1886 muldi berlaku.

M.v.T. masih disebut-sebut ddlam pembicdaradn KUHP karend KUHP
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ini adalah sebutdn ldin dariW.v.S. untuk Hindia Belandd. W.v.S. Hindia
Belanda (W.v.SN.I) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu
dddlah copy dariW.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karend itu M.v.T. dari
W.vS. Beldnda tahun 1886 dapat digundkan pula  untuk
memperolehpenjeldsan dari pdsal-pasal ydng tersebut di dalam KUHP

yang sekdrang berlaku.

2. Unsur-unsur Tindak Pidand

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagdi tindak pidand maka harus memenuhi
beberdpd unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapd tokoh memiliki
perbeddan, tetdpi secdrd prinsip intinyd sama. Addpun unsur-unsur tinddk pidana

dapat dibedakan men jadi 2 (dua) segi yaitu:

d.  Unsur Subyektif

Yditu hal-hal yang melekat pada diri si peldku atdu berhubungan dengan
si pelaku, ydang terpenting dddlah ydng bersdangkutan dengan batinnyd. Unsur

subyektif tindak pidana meliputi:

a) Kesenga,jaan (dolus) atau kealpaan (culpa);

b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;

¢) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif
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Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kedddan lahiridh yaitu dalam

Kedddan mdnd tinddk piddnad itu dildkukdn dan berada diludr bdtin si peldku.

a)  Memenuhi rumusan undang-undang

b) Sifat melawdn hukum;

¢)  Kualitas si pelaku;

d) Kdusalitas, yditu yang berhubungan dntdra penyebdb tindakan

dengan akibdtnya.

Pada dasarnyd unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu
faktor yang dda dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari

luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antard Ke jahatan terdapat dalam Buku II dan
Peldnggaran dimudt dalam Buku IIIKejahatdn daddlah perbudtan yang bertentangan
dengan Keddilan meskipun perdturdn perundang-undangan tidak mengancamnya
dengdn pidand. Seddngkdn Peldnggdrdn dtau tindak piddna unddng-undang adalah
perbudatdn yang oleh mdsyarakdt baru dirdsd sebdgdi tindak pidana karend dda
peraturdn perundang-undangan ydng mengaturnyd. MenurutM.v.T (Memorie van
Toelichting) yang dikutib oleh Moeljatno, bahwa ke jahatan adalah “rechtsdelicten”
yditu perbuatan-perbudtdn yang meskipun tidak ditentukan ddlam undang-undang,

sebdgdi perbudtan pidand, telah dirasakan sebagi perbudatan ydng bertentdngan
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dengan tata hukum. Seddngkan peldanggdran adalah “wetsdelicten” yaitu perbuatan-

perbuatdanyang sifatnya melawanhukumnydbaru ddpatdiketahuisetelah ada

ketentuan yang menentukan demikian.”

Kitab Unddng-undang Hukum Pidand, pembdgidn dtds kejahatan dan

pelanggaran diddsdrkdn pada berat ringannya pidana.Ke jahatan terdapat datam Buku

II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku IIL.Ancaman pidana dalam kejahatan relatif

lebih berat daripada pelanggdradn. Beberdpa perbedadn tersebut dapat dilihat dari:

a)

b)

c)

d)

e)

Dalam hal percobdan, hanya Kkejdhatdn yang dapat dipidand, sedangkdn

percobadn dalam peldanggdran tidak dipidana.

Hal pembantudn,pembantudn ddlam hal melakukan tindak pidand ke jahatan
dapat dipidana, ddlam hdl pembdntuan meldakukan tindak pidana pelanggaran

tidak dipidana.

Dalam hal penyertdan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakadn
dlat percetakdan hdnyd berlaku bdgi kejahdtan, sedangkdn dalam

peldnggardn tidak berlaku.

Ketentuan pidana ddlam perundang-unddngan Indonesia hdnya diberlakukdn
bagi setidp pegawdi negeri yang di luar wildyah hukum Indonesid melakukan

ke jahdatan jabatan, dan bukan peldanggadran jabatan.

Tenggang daluwdrsd, bdik untuk hak menentukan mdupun hak penjdlandan

* Moeljatno, Op, Cit, him. 71
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piddna bdgi peldnggdran adaldah lebih pendek ddri pada ke jahdtan.

f) Dalam hal perbarengan perbuatan (concursus), system penjatuhan pidana
dalam concursus kejahdatan menggundkan sistem dbsorbsi ydng diperberat,

sedangkadn daldm concursus peldnggaran menggundkan sistem kumuldsi murni.

Tindak pidanda formil adaldh tindak piddna yang dirumuskan dengan menitik
beratkadn pada perbudtdn yang dildrang.Jikd seseordng telah berbuat sesuai dengan
rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak
dipermdsdlahkdn bdgdimand akibat dari perbuatan itu.Contoh : Pdsdl 362 KUHP
tentdng Pencurian, yang dirumuskdn sebdgadi perbudtdn yang berwujud.mengambil

barang® tanpa mempersodlkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak piddna materiil adalah tindak piddana yang dirumuskan dengan
menitik beratkan pada akibat yang dildrang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini
bdru selesdi jika dkibatnya sudah terjadi seddngkadn cara melakukan perbudtan itu
tidak dipermasalahkan. Contoh : Pdsal 338 KUHP tentdng Pembunuhan, yadng
dirumuskan sebagadi perbuatan yang “mengakibatkan matinya® orang lain. Terdapat
tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan
dimand seldin menitik berdtkdn pada perbudtan yang dildrang yditu memakadi nama
pdlsu dtdu Kedddan ydng pdlsu juga menitik berdtkdan pada dkibat untuk

menghdpuskdn piutdng dtau membudt hutang yang merupakan akibat ydng dildarang.

Tindak pidana dolus addlah tindak piddna ydng memudt unsur Kesengdjadn
dalam rumusannya.Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan

Pasall87 KUHP tentang kesengdjdan membakdr dtdu menyebdbkan peletusan atau
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banjir. Tindak piddana culpa adalah tindak pidand ydng memudt unsur kedlpadn dalam
perumusdnnyd.Contoh : Pdsal 359 KUHP tentdng kedlpadn ydng menyebdbkan ordng

mdti atau luka.

Tindak piddna Comissionis yditu tindak pidand ydng berupd perbuatan
aktif.Perbuatan aktif dadalah perbuatdan yang untuk mewujudkdnnyad diisydratkan
dddnyd gerdkan ddri anggotd tubuh orang ydng berbuat.Contoh : Pasal 362, 338, dan 378
KUHP. Tinddk piddana Omisionis yditu tindak piddnda ydng berupd tidak berbuat
sesudtu.Tindak piddand ini ddpat disebut sebagdi tindak piddna pengdbdidan sudtu
kewajiban hukum."“Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Peldnggaran terhaddp orang yang

perlu ditolong.

Terdapat delicta commisionis perommisionem commissa yaitu delik-delik ydng
umumnya terdiri ddri berbudt sesudtu, tetdpi dapat pula dilakukan dengan tidak
berbuat.lSSebagai contoh seorang ibu sengd,ja tidak memberi makan kepadd bayinya,
ldlu anak itu mati kKelapdran, maka ibu tersebut dapat dipidanda berdasdrkdn Pdsal

338 KUHP.

Tindak piddand adudn timbul kdrend adanyd pengadudn ddri Korban atdu
Keluargad korban yang dirugikan.Contoh : Pasdl 310 KUHP tentdng pencemdran nama
baik. Tindak piddana biasd merupdkan tindak pidand yang sebdgidn besdar teldah
tercantum dalam KUHP dimdnd dalam tindak piddna bidsa tersebut tanpa ada aduan

dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

** Moeljatno, Op, Cit, Hal.129

“Ibid., Hal. 76
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Tindak Pidana Communid dddlah tindak piddna ydng ddpat dilakukan oleh
semud ordng pddd umumnyd, tindak pidand memang diberldkukdn pddd semuad
orang.Tindak Pidand Propia dddlah tindak piddna ydng hanya ddpat dilakukan
olehordng yang berkualitas tertentu.°Contoh : Pasal 346 KUHP tentdng seordng

wdnitd yang menggugurkdn kandungdnnyd sendiri.

Tindak piddna dalam bentuk pokok dirumuskdn secdrad lengkap, drtinyd semua
unsur yang tercantum ddlam rumusdn pdsadlnya telah ditulis secdrd lengkdp dengan
kata ldin terkandung pengertian yurudis dari tinddk pidana tersebut, contoh Pasal
362 tentang pencurian. Seddangkan dalam bentuk yang diperberdt mdupun ydng
diperingan menyebutkdn Kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknyd, yang kemudian
ditambahkadn unsur yang bersifat memberatkan atau meringankadn secdrd tegds dalam

rumusan.

Adanya faktor yang memberdtkdan mdupun faktor yang meringankdn, maka
dncaman pidand menjadi lebih berdat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam
pasdl bentuk pokoknyd. Contoh tindak pidand yang diperberat : Pasal 340 KUHP
tentdang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencandan
terlebih dahulu), contoh tindak piddana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang
pembunuhan ydng dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur

yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

4. Tinjaudn Umum Penegakan Hukum Piddna

* Ibid

Edit dengdn WPS Office



20

1 Pengertidn Penegakdn Hukum Piddna

Penegdkan hukum addlah suatu usahd untuk mendngguldngi ke jahatan
secdrd rdsiondl, memenuhi rdsa keadilan dan berdayd gund.Ddlam rangkd
mendngguldngi ke jahatadn terhadap berbdgai sardna sebagdi reaksi yang dapat
diberikan kepada pelaku kejahatan, berupd sardna pidana mdaupun non hukum
piddna, yang ddapat diintegrdsikdan sdtu dengdn yang ldinnya. Apabild sdrand
piddana dipdnggil untuk mendnggulangi kejahatan, berdrti akan dilaksanakan
politik hukum piddnd, ydkni mengadakdn pemilihdn untuk mencapdi hasil
perunddng-unddngdn piddnd ydng sesudi dengdn Keddddn dan situdsi pdadd suatu

waktu dan untuk masa-masd yang akan datang.”’

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang
ydng melakukan tindak pidand harus mempertanggungjawabkdn perbudtannya
melalui proses hukum. Penegakdn hukum mengdndung maknd bdhwd tindak
pidand addlah sudtu perbudtan yang dildrang oleh suatu dturan hukum, di mana
larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu sebagdi pertanggungjawabkdannyd. Ddlam hdl ini ada hubungdnnya
dengdn dsds legdlitds, yang mdnd tiddd suatu perbudtdn dapatdipidana
meldinkan teldh diatur ddlam unddng-undang, makd bagi bdrdng siapa ydng
meldnggdr ldrdngdn tersebut dan lardngan tersebut sudah di dtur dalam undang
-undang, maka bdgi pard pelaku dapdt dikendi sdanksi atau hukuman, seddngkan

dncaman pidandnya ditujukan kepddd ordng ydng menimbulkan ke jadian itu, ada

' Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra
Adityad Bakti, Hal 109.
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hubungan yang erat 1>ul¢1.18

Adapun penegakdn hukum sebagdimana dirumuskdn oleh Abdul Kadir
Muhamad dddlah sebagdi usdha meldksdnakdn hukum sebdgdimand mestinyd,
mengawasi pelaksdandanyad dgar tidak terjadi
pelanggdran,danjikater jadipelanggaran, memulihkan hukum ydng dilanggar itu
supdyd ditegakkan kembali.Pengertidn itu menunjukkan bahwd penegakan
hukum itu terletak pada aktifitds yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum.Aktifitas penegak hukum ini terletak pada updaya ydng sungguh-sungguh
untuk mewujudkdan norma-norma yuridis. Mewujudkdn norma berdrti
menerdapkadn aturdn yang ddd untuk menjerdt atdu menjdring sidpd sdjd ydng
melakukan pelanggdrdn hukum. Peldanggdrdn hukum menjadi kata Kunci ydng

menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (law enforcement).”

Penegdkan hukum ddpdt dilakukdan dengan berupa peninddkan hukum.
Abdul Kadir Muhammadd menjeldskdn bahwad penindakdn hukum dapat dilakukan

dengdn urutan sebadgai berikut:*’

1) Teguran peringdtan supdyd menghentikdan pelanggdrdn dan jdngan
berbuat lagi (percobaan);

2)  Pembebanan kewa,jiban tertentu (ganti kerugian, denda);

*® Andi Hamzah, 2001, Asds-Asds Hukum Pidand, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 15.

“Sunardi, Danny Tanuwijayd, Abdul Wadhid, 2005, Republik “Kaum Tikus";
Refleksi Ketidakberdaydan Hukum ddn Penegakdan HAM, Cet I, Jakdrta: Edsa
Mahkota, Hal 15-16.

®1bid, Hal 16-17.
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3)  Penyisihan atau pengucilan (pencabutadn hak-hak tertentu);

4)  Pengenddn sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Urutdn tersebut lebih menunjukkdn pdda sudatu tuntutan mordl- yuridis
yang berdt terhadap dpdrat penegak hokum dgdr dalam menjaldnkan tugds,
kewendngdn, ddn Kewadjibannya dildkukan secard madksimdl.Kesuksesdan law
enforcement sangat ditentukan oleh perdn yang dilakukan oleh apdarat penegak
hukum ddlam mengimplementdsikan sistem hukum. Kaldu sistem hukum ini gagal

di jalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitds sosialnya.”

Berddsarkdn pada pengertidn didatdas maka penegakdn hukum pidana
ddalah updya ydng dilakukan oleh dpdardat penegak hukum daldm rangka

mendngguldngi Ke jahatan baik secard preventif maupun represif.
2. Komponen Penegakdn Hukum

Adapun instrument ydng dibutuhkan dalam penegdakan hukum adalah
komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal

substance) dan komponen budayd hukum (legal culture).”
da.  Struktur hukum (legal structure)

Struktur hukum addlah sebuah kerdngka yang memberikdn sudtu

batdsan terhaddp keseluruhdn, dimdna keberddaan institusi merupakan

% Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Op.Cit., Hal 17.

“Lawrence M. Friedman, 1977, Law and Society dan Introduction. New Jersey.
Prentice Hall Inc, Hal. 14.
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wujud konkrit komponen struktur hukum.?
b.  Substansi hukum (legal substance)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-
hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum,

bdik ydng tertulis maupun tidak tertulis.”*
b. Budaya hukum (legal culture)

Kemudian mengendi penegakadn hukum Soer jono Soekanto
menydtakan.Penegakdn hukum adadlah kegiatdan menyerdsikan hubungdn nildi-nildi di
dalam kdedah-kaeddh yang mantdp dan menge jawdntahkan dan sikap tindak sebagdi
rangkdian penjabdran nildi tahap dakhir, untuk menciptakan, memelihdara, dan

mempertdhankdn keddamdidn pergauldn hidmp.25

Ddlam proses penegakan hukum terdapat faktor-faktor ydng mempengaruhi.

Menurut Soer jono Soekanto faktor-faktor tersebut antara lain:

1 Hukumnyadsendiri

2. Penegakan hukum, yditu pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkdnhukum

3 Sdradna atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

% Lawrence M. Friedman, Op.Cit., Hal 14.

2 Ahmad Mujahidin, 2007, Peradilan Satu Atap di Indonesid, Bandung: Refika
Aditama, Hal.42.

*Soerjono Soekanto 1993, Sosiologi suatu pengantar.PT Rdja Grafindo.
Persdda.Jdkarta. Hal. 3
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4. Mdsydrakat, yakni lingkungan di mand hukum tersebut berldku atdu
diterapkan

5. Kebudayadn, yakni hasil karya, cipta, dan rdsa ydng didasarkan pada
kdrsa manusia di dalam pergauldnhidup.

Penegdkan hukum merupdkan suatu usahd untuk mewujudkan ide-ide tersebut
menjadi Kenydtdadn. Proses perwujudadn ide-ide tersebut merupakdan hakekat dari
penegakdn hukum. Apabild berbicdra mengendi perwujudan ide-ide dbstrak menjadi

kenyatadn, maka sebetulnyd sudah memasuki bidang mana jemen.”

Beradd ddlam tengah-tengah masyarakdt dan kehidupan sosidl yang kompleks
ydng sudah tidak sederhana lagi, lebih efisien apabila menempatkan pembicdrdan di
daldam konteks masydrakdt dan Llingkungan tersebut. Untuk lebih tegdsnya,
pembicardan penegakdn hukum akan ditempdtkadn ddlam konteks masydrakat ydng

sudah menjadi semakin kompleks tersebut.

Mdsdlah pencegdhan dan pendngguldngdan Kejahdtan Barda Nawawi Arief
mengemukakdn updyd dtdu Kebijakan untuk melakukan pencegdahan dan
penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“criminal policy’).
Kebijakdan Krimindal ini pun tiddak terlepas dari kebijakan ydng lebih luas, yditu
“kebijakan sosial” (“social policy”) yang terdiri dari “kebijakdn/updyd- updyd untuk
kesejahteraa/n sosial” (“social walfare policy”)dan “kebi jakdn / updyd-updyd untuk

perlindungan masyarakat” (“social defence policy”)”’

26Sat\jipto Rahadr jo, 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjaudn Sosiologis, Genta.
Publishing, Yogyakadrtd .Hal. 12

*'Barda Nawawi Arief, 2007,Masalah Penegakan Hukum Ddn Kebi jakdn Hukum.
Pidana Daldm Pendngguldangdn Ke jahdtan, Kencana, Jakarta : 77
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Pasdl 4 Perdturdan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan tugds

Satpol PP sebadgdi berikut,

“Satpol PP mempunydi tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenterdmdn mdsydrakat sertd perlindungan

28
masyadrakat.”

Pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010 menjeldskan beberapa fungsi Satpol PP

didntardnyd sebagai berikut:*’

1 Penyusunan program ddn pelaksdndan penegakan Perdd,
penyelenggdraddn ketertibdn umum dan ketenteraman mdsydrakat

sertd perlindunganmadsyadrakat;

2 Pelaksdndan Kebijakdn penegakan Perdd dan peraturan

kepaladaerah;

3 Pelaksdndan Kebijakdn penyelenggdradn Ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat didaerdh;
4. Pelaksdndan kebijakan perlindungdnmdsydrakat;

5. Pelaksdandan koordinasi penegakdn Perdd dan perdturdn Kepald
daerah, penyelenggdradn ketertiban umum dan ketenterdman

masydrakat dengan Kepolisian Negdra TRepublik Indonesia,

#peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal &4

® Ibid,, Pasal 5
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Penyidik Pegawdi Negeri Sipil dderah, dan/dtau dparaturldinnya;

6. Pengawdsan terhdaddp mdsydrakat, apdratur, atau baddan hukum
dgar memdtuhi dan mendati Perda dan perdturan Kepala
dderdhidan Pelaksdnadn tugds ldinnyd yang diberikan oleh

kepaladaerah

1 Pelaksdandan Penegdkdn Hukum Pidana

Adanyd hukum itu dddlah untuk ditaati, dildaksdnakan dan ditegakkan,
dalam kaitannya dengdn penegakdn hukum, makd pelaksandan penegakan hukum
merupakan fdse dari penegakadn keddulatan dtau dalam penegakan kedaulatan
tidak terlepas dari kegiatdan penegakan hukum, kdrena penegakdn hukum secdrd
berhasil merupdkan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa

negard dan pemerintah demi tegaknyd keddulatan negara.

Peldaksandan penegdkan hukum piddana di ddlam mdsydrakat hdrustah
memperhatikan beberdpd hdl sebdgdimdna penegdakdn hukum pddd umumnya

. 3
antard lain: *°

d. Manfaat dan kegunadnnya bagi masyadrakat;

b. Mencdpdi  Keadilan, drtinya  penerdapan  hukum  hdrus
mempertimbangkdn berbagdi fakta dan kedddan secdra

proporsionadl;

*Ridhuan Syahrani, 1999, Rangkdian Intisari Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra
Adityd Bakti, Hal 192
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c. Mengandung nildi-nildi keadilan, yditu nilai-nildi ydng ter jabdrkan
ddlam Kdidah-kdidah ydng mantdp ddan mengejawantdhkan, dan
sikap tindak sebagai refleksi nildi tahap akhir untuk menciptakan,

memelihdrdkan, dan mempertdhdnkan kedamdidn pergaulan hidup.

Secard universdl, kegidtdn-kegiatan pelaksdnadn penegakdn hukum

termasuk penegakan hukum pidanad dapat berupa: .
a.  Tindakan Pencegahan (preventif)

Preventif merupakan segdld usaha dtau tindakan ydang dimaksud untuk

mencegdh terjadinyd peldnggaran hukum, usahd ini dntara ldin dapat berupa:
1)  Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
2) Tindakan patroli atdu pengamadnan kebi jakan penegakan hukum

3) Pengawdsan dtdupun control berldnjut, misalnyd pengawdsan

dliran Kepercaydadn

4)  Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan dgamd, penelitian,

dan pengembangdn hukum serta statistik kriminal.
b.  Tindakan Represif (repression)

Represif merupakdn segadld usahd atau tindakan yang hdrus dilakukan

oleh aparat negdara tertentu sesudi dengan ketentuan- ketentuan hukum dcara

bid,, Hal. 193
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ydng berldku dpabila telah terjadi sudtu pelanggdrdn hukum, bentuk-bentuk

dari pada tindakan represif dapat berupa:

1) Tinddkan ddministrdsi.

2)  Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:

a) Penyidikan;

b) Penuntutan;

¢) Pemeriksaan oleh pengadilan;

d)  Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

2.2. Tindak Piddana Peredadran Minuman Berdlkohol

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum #Pidana (KUHP) Pasal 204 ayat (1)
menjelaskan bahwa "Bdrang siapd menjual, mendawarkan, menyerdhkan dtdu membagi-
bdgikdn bdrdng yang diketdhuinyd membdhdydkan nyawa dtdu kesehdtdan orang,
paddhal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidand penjard paling
lama lima belds tahun”. Kemudidn ayat (2) juga menjelaskan “"Jika perbuatan itu
mengaKibdtkan orang mati, yang bersaldah didncam dengdn piddna penjdra seumur

hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluhtahun”.

Penegakan hukum terhadap pereddran minumdn berdlkohol di Kdbupdten
Gorontdlo Utard diatur berddsdrkdn Perdturdn Daerdh Provinsi Nomor 16 Tahun 2015

ydng merupdkan updyd politik hukum pemerintah dderah sebagdi ldngkah
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penanggulangan pereddran minuman berdlkohol meldlui sistem penegakan hukum

pidana.

Perdturdn Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2015 men jeldskan tentadng lardngan

penjudlan minumdn berdlkohol seperti yang tercantum ddlam Pdsal 14 sebagdi berikut:

1. setiap oreang dildrdng menjudl secdrd ecerdn minumadn berdlkohol golongan
A, B dan C ddlam kemasan dan/atau menjudl langsung untuk diminum

ditempat, lokdsi :

d. Geldnggdng olahrdgd/remdjd, tempat Kkdrdoke, peddgang kaki lima,
termindl, stdsiun, Kios-Kios Kecil, pengindpdn remdjd ddn bumi

perkemahdn

b. Ydng berdekdtdan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah dan bumi

pemukimadn.

2. penjudlan minuman berdlkohol Golongdn A hanyad dijudl di Supermarket dan

hypermart

3. importer, distributor, sub distributor, penual ldngsung minuman berdlkohol
dan pengecer minumadn beralkohol golongdn A, B dan C dilarang mengiklankan

minuman berdlkohol golongan A, B dan C

2.3. Keradngka Pikir

- Peraturan Daerdh Provinsi Nomor 16 Tahun 2015
tentdng Pengawadsdn dan Pengendalian Peredaran

Minuman Berdlkohol

-Peraturan Bupati Gorontalo Utard Nomor 26 Tahun 2016
tentang Organisdsi dan Tatd Ker ja Dinas satudn polisi

pdmong prdjd ddn Kebakarankdbupdten Gorontalo

[ ¥
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2.4. Definisi Operasional

1. Peraturan Dderah Provinsi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawdsan dan

Pengendadlidn Pereddrdan Minuman Beralkohol
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Pereddrdn yditu kegiatan perdlihdn sdatu bdarang ke ordng yang berbeda

mdupun dengdn ordng ydng samd.

Minumdn berdlkohol yditu minuman yang berbahdan  psikoaktif  yang

menyebdbkdn penurundn Kesaddran

Penegdk hukum yditu badan/organisasi yang tujuannyd melakukan sudtu

penyelidikan keilmuan atdu meldkukan sudtu usdha penertiban.

Terwujudnyd penegdkan hukum yaitu terlindunginyd kepentingan semud oradng.

Kenddla penegak hukum yditu keadadn membdtasi dtaupun menghdlangi yang
secdrd langsung mempengdruhi sudtu peldksanddn perdturdn mengendi

penegdkan pereddrdn minumdn berdlkohol.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggundkdn penelitian empiris, tipe pendekatdan empirik
digunakdn untuk mengkaji dtdu mengdndlisis data primer ydng berupa data-data
dilapangan tempat penelitian, hasil wdwancard ldangsung kemudian dihubungkan

dengan data-data sekunder berupd bahdn-bahan buku.

Pendekatdn yadng dilakukan addlah pendekdtan dengdan menganadlisis datda-data
ydang diperoleh ddri lokdsi penelitian kemudidn dihubungkdan dengdn Unddang-Undang
ydng terkait sesudi dengdn mdsdlah hukum ydng seddng ditdngani, pendekatan ini
dkdn membuka Kesempdtan bagi peneliti untuk mempeldjari Penegdakdn Hukum

Pereddran Minumadn Beralkohol di Kabupdten Gorontalo Utara.

3.1. Obyek penelitian

Objek kajidan penelitian ini addlah Penegakdan Hukum Pereddran Minuman

berdlkohol.

3.2. Lokdasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satpol PP. Dasdr pertimbdngan sehingga
dipilih sebagdi lokdsi penelitian karena merupdkan sdatuan yang dinaungi Pemerintah
Dderdh ydng seldin merupdlan penegak perdturan daerdh juga untuk memastikan
terwujudnyad ketertiban, sebagdi pemelihdra keamadnan yang dalam implementdsinya

idlah mencegdh dan mendnggulangi suatu tindak ke jahatan sertapelanggaran.

32
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Addpun waktu penelitian ini dildksandakdn pada bulan Oktober 2019 sdampadi

bulan Jdnudri 2020.
3.3. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan untuk dianalisis adalah:

1. Ddta primer. Ddata Primer ydkni data yadng diperoleh secdra ldngsung
dilapdngadn, Kuesioner, wdwadncdrd langsung dengdn ndrdsumber di lokdsi
penelitian. Pengambildn data primer dilakukan dengdn mengandlisis data-

data lapdangan dengan disertdi wawancdrd langsung dengan informan.

2. Data sekunder. Ddata sekunder yakni data ydng diperoleh dari instansi
tersebut ydng berupa dokumen, jurnal literatur-literatur maupun referensi

perunddng-undangadn.
3.4. Populdsi dan Sampel

Populasi penelitidn ini addlah keseluruhdn Personil di Satuan Polisi Pamong Prd,jd
Kabupaten Gorontdlo Utara biddng Penindakan. Ddlam proses pengdmbildn sampel
menggunakan carapurposive sampling (teknik non-random sampling) yaitu dengan

menetdpkan sampel sebanyak3 Ordngresponden ddri target populasi penelitian ini.”
3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datad ydng digunakadn addlah melalui observasi, wawancadrad

®Sdid Sampdrd.dan Ld Ode Husen, 2016, Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi,
KRETAKUPA Print: Makdssdr, Hal. 86.
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dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan pendekatan lapangan (Field research)

3.6. Teknik Analisis Data

Agdr pengoldhan data primer ddan sekunder seperti yang tersebut didatas dapat
menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu dan sistematis maka Penulis
menggundkdn teknik dndlisis datd secdrd kudlitatif kemudidan disajikan secara
deskriptif, yditu dengan mengurdikan, menjeldskan dan menggambarkan sesudi

dengdn permdsdlahdn ydng erdat dengan penelitian ini.
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BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1, Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Gorontdlo Utdra addlah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo,
Indonesid.Ibu kotanyd ddalah Kwandang.Kdbupdten ini dibentuk berdasarkan
Unddng-Undang Nomor 11 Tahun 2007 pdda tanggdl 2 Jdnuari 2007.Kabupdaten ini
merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo. Kabupaten
Gorontdlo Utdra terdiri atas 11 kecamatan, dan 123 desa dengan jumlah penduduk
104.133 jiwa (data SP 2010) serta luas 1.230,07 km? (data SP 2010, sehingga

tingkat kepadatan penduduknya adalah 84,60 jiwa/km2. *

Wilayah kecamdtadn yang ada di Kabupaten Gorontalo Utdra addlah sebagai

berikut.
1. Anggrek,
2. Atinggola,
3. Bidu, mekdrdn Kecamatan Tolinggula 2011,
4. Gentuma Raya,
5. Kwandang,

6. Mondno, mekaran Kecamatan Anggrek 2011,

“http://gorontaloutardkab.bps.go.id/publikasi/ di dkses desember 2019

35
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7. Ponelo Kepuldudn, mekdrdn Kecamatdn Kwandang 2011,

8. Sumadlata,

9. Sumalata Timur, mekaran kecamadtan Sumalata 2011,

10. Tolinggula, dan

11. Tomilito, mekardn Kecamatdan Kwandang 2011.

Gdmbadr 1. Peta Wilayah Kabupdten Gorontalo Utdara

|— PETA ADMINISTRASI KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO [£] "

4.2. Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten
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Gorontalo Utara

Di Indonesia sendiri penjudlan minumdn beradlkohol juga dibatdsi, hanya
merekd yangtelah
berumur2ltdhunydngbolehmembelinyd.Bagikdldnganpenjudlminumdnkerds ydng
diatur dalam (KEPMENKES) Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
282/MENKES/SK/11/1998 tentdng standdrisdsi mutu produksi minuman dlcohol
sertda Peraturdn Menteri Perddgdangan RI No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang
Pengaddan, pengeddran, penjualan, pengdwdsan, dan pengendadlidn minumdn
berdlkohol. Ddlam keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/11/1998
tentang standdrisasi mutuproduksi minuman dlkohol, standdrisasi minuman
berakohol sesudi dengan KEPMEN Kesehatan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan,

yaitu:

1. Golongan A minuman berdkohol dengan kadar etanol 1 % - 5 %,

misdlnya:birbintang,greensdand,dngkerbir,zero,heineken

2. Golongan Bminumanberakoholdengankadaretanollebihdari 5 % - 20 %,

misdlnyd: anggur madld, anggur kolesom, whisky drum, dnggur ordng tud

3. GolonganCminumadnberakoholdengankaddretanollebihdari 20 % - 55 %,
misalnya: jenever, jhony wolker, mension mouse, Mc Donald (brandy),

scotch brandy

Minuman golongan B atau C addlah kelompok minuman kerds yang diproduksi,

pengeddran ddn  penjudldnnya ditetdpkan sebdgdi bdrang  ddlam
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pengawdsan.Produksi atau pembudtan minuman berdlkohol diddlam negeri hanya
dapat dilakukan dengan izin menteri perddgangdn. Jika melewadti standarisasi
tersebut maka akan dejerat hukuman sesuai bab V (lima) tentang sanksi pasal 12
ayat 1 dan 2 yang isinya bagi sidpd sdjd dengdn sengd,jda mengeddrkdn minumdn
berdakohol yang tidak mencantumkadn tandd dtdu label dan bahkan memalsukan

label maka dijatuhkan pidana.

Ddlam KUHP Tindak pidana minumdn kerads didtur dalam pdsal 300, pasal 492,
pdsdl 536 - 539 yang memiliki unsur pidana yditu membuat mabuk, mabuk di
Khalaydk ramai dan menjudl secdrd bebds.Tinddk piddnd minuman Kerds menurut
KUHP, sebdgdimdna tertudng ddlam pasdal 300 KUHP ydng didrtikan sengdja
menjudl, membikin mdbuk ddn dncdmadn Kekerdsdn memdksd meminum minumadn
yang memabukan sertd pdsal 492 KUHP ydng didartikan dalam kedaddan mabuk
mengganggu Ketertiban umum.Pdsal 536 KUHP menjudl minumdn kerds pddd anak

dibawah umur.

Di Kdbupdten gorontdlo sendiri penegakn terhaddp peredaran minumadn
beralkohol berddsdr pada peraturdn dderdah provinsi nomor 16 Tahun 2015 Tentang

Pengdwdsan ddn pengenddlian Pereddran Minumdn Beralkohol

Ddldm rangkd penegakdn perdd tersebut mdkd sdtuan polisi pamong praja
secard rutinmeldkukan penertiban berupd rdzia pereddrdn minumdn berdlkohol di

seluruh wilayah kabupaten gorntalo utara.

Tercatat sepanjang tahun 2019 Sat-Pol PP Gorontdlo Utdra telah melakukan
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razia sebanyak 3 (Tiga ) kali yakni sebagai berikut.

1. Rdzid Pada tdnggal 15 April 2019 di dua kecdamdtan yditu kecamatdn
Tomilito ddan kecamatan Gentuma Raya, razid tersebut membuahkan hasil

berupd penyitaan sebdnyak 10 (sepuluh ) DOS 110 Botol minuman tak berizin.

2. Razid Pdda 16 Oktober 2019 di kecdmdtdn Kwdnddng dan meldkukukan

penyitdan sebdnyadk 67 botol minuman ilegal.

3. Razia Pada 20 Desember 2019 di 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan
gentuma rayd dan kecamdtdn kwdnddng dengdn membudhkan hasil datau

temuan sebanyak 10 (sepuluh) dos minuman beralkohol tanpa izin.

Dari ddata penegakan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa peredaran
minumdn tak berizin atau ilegal di wildayah kabupaten gorontalo utdra masih

mdradk terjadi.

4.3. Faktor Penghambat Penegdkan Hukum Terhadap Pereddrdn Minuman

Beralkohol Di Kabupdten Gorontalo Utara

Pada sub bab sebelumnya teldh di urdikdn terkdit penegakan hukum terhadap
pereddrdn minuman berdlkohol di Kabupaten Gorontalo Utara. Seldin melakukan razia
Pengdwdsan penjudlan minuman Kerds oleh Sdatpol PP Kabupdten Gorontalo Utara
merupdkadn sdldh satu dspek yang upayakdn oleh pemerintah Kabupdten Gorontalo
Utdra. Disisi ldin di jumpai hambatdn ydng disebdbkdn oleh beberapd dspek yaitu

belum maksimalnya Penegakdn Aturdn oleh Pemerintah dalam melakukan penertiban
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minumadn Kerds. Mdsih renddhnya Kemdmpuan Aparat Satpol PP ddaldm Penertiban
Penjudlan Minumdn Kerds di Kabupdten Gorontalo Utdrd sertda Masih kurdngnya
Peran masyarakdt dalam updyd mencegah dtaupun meldawdn pereddrdn minuman kerds
disekitar lingkungdnnyd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dspek penegakan
dturan pddd penelitian ini yditu belum madksimdlnya Penegdakan Aturan oleh
Pemerintdh Dderah dalam pengdwdsdan penjudlan minumdn kerds, ini dikarendkan
faktor hukuman ataupun sanksi yang lemah bahkan tidak ada hukuman pidana sama
sekdli Kepada penjudl minumdn kerds, didukung puld dengan addnyd hubungan
Kekeludrgaan antard oknum dapdrdt Satpol PP dengan penjudl minumdn Kerds, pdada
dkhirnya tinddakan ydng dildkukan hanya sajd penyitadn barang bukti yditu botol-
botol minuman  kerds,bahkdn penyitadn bardng bukti puntidak meratdke semua
penjudl minuman kerds.Sehingga tidak menimbulkan efek jerd bagi penjudl minuman
kerdas untuk lebih taat pada daturan-aturan yang berlaku. Hdsil penelitian
menunjukkdn bdhwd dari dspek kemdmpudn dpdrdt Satpol PP pdda penelitian ini
yditu masih rendahnya kemdampuan Apdrdt Sdatpol PP ddlam pengdwdsdn penjudlan
minuman kerdsdi Kabupaten Gorontalo Utara, terbukti bahwa setidp apdrat Satpol
PP yang meldkukan rdzid Kebdnydkan diantdranyd ydng terjaring ddalah para
penjual-penjudl lamd, atdu penjudl ydng sudah pernah terjaring sebelumnya.
Ditambahkan puld ada beberdpd oknum apardt Satpol PP yang enggan dtdupun tidak
mdu melakukadn razid ke tempat penjudl minuman Kerdas dikdrendkan oknum tersebut
memiliki hutdng minuman kerds di tempdt-tempat ydngmenjadi sdsaran razia
penertiban penjudldn minuman kerdsHdsil penelitian  menunjukkan bahwadari

dspekperan mdsydrakdt ddldm melawan penjudlan minumdn Kerds pddd penelitian ini
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yditu mdsih kurangnyd peran mdsyarakdt ddlam upaya mencegah dtaupun melawan
pereddrdn minuman keras diseKitdr lingkungannyd, juga merupakan salah satu faktor
penyebabnyad. Hal ini dikarendkan usahd dalam penjualdan minuman kerds seldin mudah
didapatkadn produksinya juga memberikdan Keuntungan yang besdr kepada penjual,
sehinggd madsydrakat menganggdp hal tersebutdapat meningkatkan perekonomidn
merekd.Akibatnyd,pereddran mirds ilegal di pelosok desamenjddi mdrak di wadrung-
wdrung pinggir jaldan, tempat-tempdt hiburdn, dan gudang para peddgang mirds, yang

pada gilirannya memunculkdn mdsdlah kedmdnan dan keteribdn mdsyarakat.
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5.1.

BABYV
PENUTUP
Kesimpulan
Perdndn penegak hukum ddlam memberdntas minumadn beralkohol di Kabupdten
Gorntdlo Utdra belum efektif, masdlah pengedardan dan penjudlan minuman
berdlkohol di Kdbupaten Gorontdlo utdrda mdsih sulit untuk meldkukan
pemberdntdsan dan menghilangkdnnyd. Meskipun pdrd dpdrdt penegdk hukum
lebih gencdr untuk melakukdn razia atdupun operdsi terhadap wdrung, Kios
mdupun tempdt - tempdt hiburdn dan penjatuhan sanksi terhaddp pelanggar
lebih berat dkan tetapi, tanpa diimbdngi dengan langkah pencegdhdn dan
kesaddrdn mdsydrakdt, usaha pemberdntasdn minumadn berdlkohol di Kabupdten

Gorntdlo Utara tidak dkan ber jdlan seperti yang dicita-citakan.

Faktor penghdambat penegdakdn hukum ddlam updyad penertiban pereddran

minuman berdlkohol di Kabupaten Gorontdlo Utara adalah sebagdi berikut:

d. Dendd bagi pelanggar yang masih relatifringan.

b. Perdn sertd mdsydrakdat ddlam mendukung updyd pemerintah untuk
melakukan penegakdan hukum sekaligus pemberdntdasdan minuman

berdlkohol masihrendah.

c Koordinasi yang kurdng intensif antara apdrat penegak hukum dalam hal
ini Satpol PP, Polres dan Polsek dengdn tokoh mdsydrakat, sehingga

sering terjadi kebocoran informdsi sebelum daparat penegak hukum
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terjun ke lapdngan. Hal itu ydang sering Kali menimbulkdn Kurang
maksimdlnyd ketika menggeldr razia/ operdsi penydakit masydrakat

Khususnyd peredardn minumanberalkohol.

d. Terbatdsnya sdrdnd ddn prasdrdnd ydng dimiliki oleh Satpol PP sehingga
sering meldkukan operdsi gdbungan dengan Polres dan Polsek untuk

mencegah terjadinyd kerusuhan antdra aparat denganmasyarakat.

e. Mdsih banydknya dnak - dndk mudd ydng sukd mongKonsumsi minuman
berdlkohol khususnya mirds oplosan yang dinildi hdrgdanyd jauh lebih

murah dibandingkdn ydng banyak beredar dipdsdran.

f. Ketidaktdhuan atdu minimnya pengetdahuan tentang bahaya dan dampak

dkan mengkonsumsi minumanberadlkohol.

Sdrdn

Intensitds penertiban harus lebih ditingkatkan untuk menghambat ruang gerak
distributor ddlam mengeddarkdan minuman berdlkohol serta perlu dildkukan
pengdwadsan terhadap tempdat-tempdt hiburan maupun tempdt yang memiliki ijin
untuk meldkukdan penjudlan minuman berdlkohol agar tidak terdapat

penyelewengdn terhaddp peraturdn ydng berlaku.

Masydrakat dimintd agar seldlu memberikan informasi kepada aparat penegak
hukum dpabild terjadi pelanggdrdn minumdn beralkohol di lingkungdn masyarakat,
sehingga dapat terwujudnya Kabupaten Gorntdlo utara ydng aman, tertib dan

terbebds dari minuman beralkohol.
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